
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1895, 2014 KEMENKEU. Intansi Vertikal. Ditjen Bea Cukai.
Organisasi Dan Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 206.3/PMK.01/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
168/PMK.01/2012

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas
dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang
penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, dukungan
industri, dan perlindungan masyarakat, serta untuk
meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan
guna mewujudkan good governance perlu
menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi
vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2007;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 25);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..../PMK.01/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor
B/3690/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 6 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
kantor wilayah menyelenggarakan fungsi:
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a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan kepabeanan dan cukai;

b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan
penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-
unit operasional di daerah wewenangnya;

c. pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan
fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;

d. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di
bidang kepabeanan dan cukai;

e. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum
yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;

f. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen
di bidang kepabeanan dan cukai;

g. pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patroli
dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-
undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan
dan cukai;

h. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan
penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;

i. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di
bidang kepabeanan dan cukai;

j. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian
informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;

k. pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan
senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

l. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas
dan evaluasi kinerja; dan

m. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri atas:

a. Bagian Umum;

b. Bidang Kepabeanan dan Cukai;

c. Bidang Fasilitas Kepabeanan;

d. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
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e. Bidang Kepatuhan Internal; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kepegawaian;

b. pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-
undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan
rumah tangga, dan perlengkapan; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan keuangan.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian.

(2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi
peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan
masyarakat, urusan rumah tangga, perlengkapan, dan
kesejahteraan pegawai.

(3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan
urusan tata persuratan, kearsipan, urusan keuangan, dan
anggaran.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian
ulang, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan,
pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pengolahan data, penyajian
informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Bidang Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:
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a. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai;

b. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean;

c. penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi
realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang
kepabeanan dan cukai;

d. penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan
dan cukai;

e. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan;

f. penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang
kepabeanan dan cukai, dan penyiapan administrasi urusan
banding;

g. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum
yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai; dan

h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data,
penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Bidang Kepabeanan dan Cukai terdiri atas:

a. Seksi Pabean dan Cukai;

b. Seksi Keberatan dan Banding;

c. Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai; dan

d. Seksi Bantuan Hukum.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan menambah 1 (satu) ayat yaitu
ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi,
dan penyusunan laporan penerimaan, bimbingan teknis, penyiapan
bahan pengendalian, evaluasi, rekomendasi dan perijinan di bidang
kepabeanan dan cukai, serta penelitian ulang di bidang
kepabeanan.

(2) Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas melakukan
penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang
kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.


